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KATA PENGANTAR 
 

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipraktekkan oleh Badan Publik dengan memberikan akses yang mudah bagi 

masyarakat dalam memperoleh  informasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik yang 

mengatur bahwa badan publik,  termasuk Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  RI,  

memiliki  tanggung jawab  untuk  menyediakan  informasi publik  yang  akurat,  faktual,  

dan  tidak  menyesatkan  serta  sesuai  dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut, 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan Informasi 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan memberikan layanan informasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya 

dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta berupaya menerapkan Layanan 

Prima kepada semua pemohon, baik permohonan informasi yang disampaikan melalui 

aplikasi e-PPID, pemohon yang datang langsung ke ruangan pelayanan PPID 

BPISDKP, maupun melalui surat elektronik. Untuk memastikan layanan tersebut 

berjalan sesuai dengan ketentuan dan terus mengalami perbaikan, BPISDKP secara 

berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID serta 

menindaklanjuti hasilnya dalam bentuk perbaikan layanan. 

Terkait pelaksanaan layanan informasi tersebut, PPID BPISDKP Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan 

permohonan informasi PPID Periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2025 di 

lingkungan internal BPISDKP pada tanggal 12 Januari 2025. Semoga laporan ini dapat 

menjadi  bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi 

publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).   Atas   kerja   sama   

semua   pihak   yang   membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih. 

 

 

Jembrana, 12 Januari 2026 

Kepala PPID Pelaksana BPISDKP 

 

 

 

 

Adi Wijaya
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1   Latar Belakang 
 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara 

mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut 

diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) 

Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk 

memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap 

informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 

sederhana, serta kewajiban   setiap   satker   layanan   publik   dituntut   untuk   

mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, 

memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan 

pendokumentasian informasi publik secara baik. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance), 

keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak 

dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah 

satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah 

melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai 

sarana untuk memenuhi   kebutuhan   masyarakat   akan    informasi, baik yang 

berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. 

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam 

pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan 

nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap 

orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu 

ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 14   Tahun   2008   yang   membahas   tentang    

pembentukan    Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, 

bahwa Komisi informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi 

publik.  

 Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi informasi telah 

mengeluarkan Peraturan Komisi informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
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Standar Layanan informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I 

Tahun 2021   tentang Standar Layanan informasi Publik (SLIP). 

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 

PerKI SLIP, Komisi informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi 

pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun.  

Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP.  Sejak tahun 2013, KIP telah 

melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan tersebut 

menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan 

publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik 

melaksanakan kewajibannya.  Hal   ini   menjadi   potret   kondisi   kekinian dari 

keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga.  Berdasarkan 

hasil evaluasi   tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan 

untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.
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1.2 PPID Balai Pengelolaan Informasi SDKP 
 

Dalam mewujudkan pelayanan lnformasi Publik yang cepat, tepat dan 

sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola lnformasi dan 

Dokumentasi yang disingkat PPID. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan membentuk PPID untuk mewujudkan Transparansi publik 

dengan menyediakan dan memberikan akses informasi yang akurat, benar, Dengan 

keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi 

lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.  

Dalam rangka melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di 

Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai surat 

Tugas nomor Nomor B.757/BPISDKP/KP.440/VI/2025 berikut Struktur Petugas PPID 

di BPISDKP.  

 

 

1.2.1 Tugas dan Fungsi  

Tujuan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan 

Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), meliputi:  

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia Informasi 

Publik dengan pemohon dan pengguna Informasi Publik; 

2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia Informasi 

Publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. 
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Prinsip pelayanan Informasi Publik meliputi:  

1. Informasi Publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan 

efisien;  

2. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui satu pintu; Penyajian 

Informasi Publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis 

dan format yang disediakan PPID. 

 

Jenis Informasi Publik di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP), meliputi:   

1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;  

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;  

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan  

4. Informasi Publik yang Dikecualikan. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID mempunyai tugas:  

a) Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan 

atasan PPID Pelaksana;  

b) Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan 

dukungan anggaran yang memadai;  

c) Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan 

PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik; menugaskan 

Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID 

Pelaksana;  

d) Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik; 

mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; 

e) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi 

Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;  

f) Mengoordinasikan; 

1) Pengumpulan seluruh Informasi Publik;  

2) Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan 

efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;   

3) Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar 

berjalan dengan baik;  
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g) Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 

kewenangannya;  

h) Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk 

dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;  

i) Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap 

Informasi yang dikecualikan;  

j) Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 

k) Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi 

Publik;  

l) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah 

diakses oleh publik;  

m) Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi 

Publik; 

n) Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian; 

o) Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan 

Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;  

p) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis 

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada 

PPID UPT dan PPID LPMUKP;  

q) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon; 

memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal 

Permintaan Informasi Publik ditolak;  

r) Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang 

Dikecualikan dan memberikan alasannya; 

s) Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi 

Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;  

t) dan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana memiliki kewenangan: 

a) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah 

ditetapkan atasan PPID Pelaksana; 

b)  Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang 

Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana 

untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;  

c) Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit 

Organisasi Eselon I;  

d) Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas 

Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 
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e) Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan 

secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi 

yang dikecualikan atau rahasia; dan 

f) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

1.2.2 Dasar Hukum 

a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi 

Publik (UU KIP); 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 

tentang Keterbukaan lnformasi Publik; 

c) Permen KP Nomor 42 Tahun   2023 tentang Penyelenggaraan Layanan 

lnformasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

d) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik Di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

e) PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik; 

f) PerKI   I Tahun 2022 tentang   Monitoring   dan Evaluasi   Keterbukaan 

informasi   Publik. 

1.2.3 Ruang Lingkup 

Keterbukaan lnformasi Publik informasi publik adalah salah satu ciri 

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada 

dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance.  Pengelolaan informasi 

publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan 

masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana 

harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Keterbukaan 

informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta 

dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan 

informasi semakin lebih baik. 

1.2.4 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dan manfaat monitoring dan evaluasi PPID BPISDKP mencakup 

seluruh aspek pengelolaan layanan informasi publik, antara lain: 

a) Kelembagaan PPID – mencakup struktur, tugas, dan fungsi PPID di 

lingkungan BPISDKP. 
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b) Dokumentasi dan Arsip Informasi – ketersediaan, keterbaruan, serta 

keteraturan dokumen yang wajib diumumkan, diumumkan secara serta-

merta, dan tersedia setiap saat. 

c) Layanan Permohonan Informasi – mencakup mekanisme, kecepatan 

layanan, kualitas respon, serta tindak lanjut permohonan informasi. 

d) Sumber Daya Manusia – mencakup kompetensi, pemahaman, dan 

kesiapan petugas PPID dalam memberikan layanan informasi publik. 

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi – optimalisasi website PPID dan aplikasi 

e-PPID sebagai sarana utama keterbukaan informasi publik. 

f) Pengawasan dan Evaluasi – tindak lanjut hasil monitoring, masukan, serta 

rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

2.1 Mekanisme Pengajuan Informasi Publik 

Dalam   menerima   dan   menindaklanjuti   permintaan   informasi,  BPISDKP 

menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya; 

1. Permintaan informasi secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan 

secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat 

menyurat secara resmi; 

2. Permintaan   informasi   secara Online   melalui    saluran   daring    resmi,   yaitu 

permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui 

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-informasi-sumber-daya-kelautan-dan-

perikanan/layanan-informasi/permohonan-audiensi/; 

3. Permintaan informasi secara media sosial, selain saluran permintaan online yang 

resmi, BPISDKP juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang 

kebanyakan berbasis media sosial seperti Twitter, instagram, maupun Whatsapp. 

 

2.2 Sarana dan Prasarana 

Dalam   rangka   memberikan    pelayanan   informasi   kepada   pemohon 

informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi 

BPISDKP menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan fasilitas sarana 

dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut: 

 
1. Satu set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan; 

2. Satu set meja dilengkapi 1   PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan 

khusus bagi pencari informasi yang datang langsung; 

3. Satu unit printer scanner; 

4. Satu line Telepon 0365 4266; 

5. Satu set lemari parmer dan dokumen; 

6. Satu dispenser untuk pemohon informasi; 

7. Satu set meja dan kursi untuk ruang tunggu pemohon informasi; 

8. Satu Televisi untuk untuk ruang tunggu pemohon informasi; 

9. Buku tamu permohonan informasi; 

10. Formulir permohonan informasi; 

11. Formulir keberatan informasi publik; 

12. Website ppid.kkp.go.id; 

13. Whatsapp Bisnis layanan kehumasan BPISDKP 087888999135; 

14. Satu alat bantu kursi roda; 

https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-informasi-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/layanan-informasi/permohonan-audiensi/
https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-pengelolaan-informasi-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan/layanan-informasi/permohonan-audiensi/
http://ppid.kkp.go.id/
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15. Banner Informasi terkait dengan layanan PPID; 

16. Ruang Konsultasi untuk pemohon informasi; 

17. Dua Set Alat Bantu Dengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gedung Layanan Publik BPISDKP 

Gambar 2. Ruang Tunggu BPISDKP
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Gambar 3. Sarana Komputer untuk pemohon Informasi dan Banner Informasi layanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Fasilitas untuk disabilitas dan Ruang Konsultasi 
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Fasilitas Sarana dan Prasarana BPISDKP lebih lengkap dapat dilihat pada link video 

dokumentasi berikut:  

https://drive.google.com/file/d/15v5bpva14unyvSLXHJyEPuY_mq9thZ5x/view?usp

=sharing 

 

2.3 Analisis Pelaksanaan  

 

2.3.1 Permohonan Informasi Publik 

 

Sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPISDKP 

secara berkelanjutan melayani permintaan informasi yang diajukan oleh 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Rekapitulasi permintaan informasi ini disusun untuk memberikan 

gambaran mengenai jumlah pemohon, jenis permintaan data, serta waktu 

penyelesaian layanan informasi publik yang diterima BPISDKP selama periode 

Juli hingga Desember. 

Penyajian data permintaan informasi publik tersebut diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas 

pengelolaan informasi, serta penguatan peran PPID BPISDKP dalam 

menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Rekap permohonan lnformasi Publik BPISDKP  Semester II 2025 

https://drive.google.com/file/d/15v5bpva14unyvSLXHJyEPuY_mq9thZ5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15v5bpva14unyvSLXHJyEPuY_mq9thZ5x/view?usp=sharing
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Gambar 7.  Matrik permohonan lnformasi Publik BPISDKP Semester II 2025 

Berdasarkan rekapitulasi permintaan data yang diterima selama periode 

Juli hingga Desember, tercatat sebanyak 9 (sembilan) pemohon yang mengajukan 

permintaan informasi kepada BPISDKP. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 (delapan) 

permintaan data yang masuk dan diproses, dengan 9 (sembilan) data dinyatakan 

diterima serta 1 (satu) permohonan ditolak. 

Pada bulan Juli, terdapat 4 pemohon dengan 3 permintaan data yang 

diproses. Dari jumlah tersebut, 3 permintaan dinyatakan diterima dan 1 

permohonan ditolak. Penolakan terjadi karena surat permohonan dan proposal 

yang diajukan tidak sesuai dengan tujuan instansi serta belum mendapatkan 

persetujuan layanan kehumasan BPISDKP. Waktu penyelesaian permintaan data 

pada bulan ini berkisar antara 2–4 hari, dengan penyampaian informasi melalui 

media rekam dan online. 

Pada bulan Agustus, terdapat 1 pemohon dengan 1 permintaan data yang 

seluruhnya dapat dipenuhi tanpa penolakan. Waktu penyelesaian permintaan data 

pada periode ini membutuhkan waktu 12 hari, dengan penyampaian informasi 

dilakukan secara rekam dan online. 

Selanjutnya, pada bulan September, Oktober, dan Desember, tidak 

terdapat permintaan data yang masuk. Sementara itu, pada bulan November, 

tercatat 4 pemohon dengan 4 permintaan data yang seluruhnya dapat dipenuhi 

tanpa adanya penolakan. Waktu penyelesaian permintaan data pada bulan 

November berkisar antara 2–5 hari, dengan bentuk informasi yang disampaikan 

melalui rekam dan online. 
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2.3.2 Pengajuan Keberatan  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, selama periode Semester II 

Tahun 2025 PPID BPISDKP tidak menerima pengajuan keberatan atas 

permintaan informasi publik. Hal ini dikarenakan belum terdapat permohonan 

informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada PPID BPISDKP. Dengan 

demikian, tidak adanya permohonan keberatan pada periode ini lebih 

merefleksikan kondisi nihil permohonan informasi. 

 

2.3.3 Kendala Internal dan Eksternal 

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID di BPISDKP, masih 

terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja PPID. Secara 

internal, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan pemahaman sebagian 

pegawai mengenai tugas dan fungsi PPID, belum maksimalnya koordinasi antar-

unit dalam penyediaan data dan informasi, serta keterbatasan sumber daya 

manusia yang secara khusus menangani layanan informasi publik.  

Secara eksternal, kendala yang dihadapi diantaranya masih rendahnya 

tingkat pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi 

publik, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi oleh sebagian pemohon, 

serta minimnya sosialisasi langsung kepada publik sehingga tingkat partisipasi 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi publik masih relatif rendah, 

berikut kendala internal dan eksternal yang terjadi antara lain:  

1) Kendala Internal 
 

a) Pelaksanaan layanan PPID di BPISDKP pada prinsipnya telah berjalan 

dan dipahami oleh petugas, namun masih memerlukan 

penyempurnaan agar lebih optimal  

b) Reviu dan penetapan SOP Keterbukaan Informasi Publik BPISDKP 

belum dilaksanakan pada periode pelaporan ini dan direncanakan akan 

dilakukan pada Semester I Tahun 2026. 

 

2) Kendala Eksternal 
 

a) Sebagian pemohon informasi publik masih memerlukan arahan dan 

pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan informasi agar 

sesuai dengan ketentuan dan mekanisme layanan PPID yang berlaku.
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BAB III 

HASIL TINDAK LANJUT PERIODE SEBELUMNYA 
 

3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Semester I 2025 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) pada periode Semester I, 

diperoleh sejumlah saran dan rekomendasi sebagai upaya peningkatan pengelolaan 

informasi publik di lingkungan BPISDKP. Rekomendasi tersebut antara lain 

menekankan pentingnya penguatan tata kelola PPID agar pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik di lingkungan PPID BPISDKP tetap berjalan secara optimal dan 

berkelanjutan. 

Sebagai tindak lanjut atas saran dan rekomendasi tersebut, BPISDKP 

melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain: 

1) Perubahan Data Pejabat, meliputi penggantian nama Kepala Balai sesuai contoh 

dari BP3 Banyuwangi, pembaruan penetapan standar biaya yang masih tercantum 

atas nama Kepala Balai sebelumnya, serta penambahan biografi terbaru Kepala 

Balai. 

2) Dokumen Administratif, dengan mengunggah Surat Tugas Petugas PPID BPISDKP 

Tahun 2025 serta SK PPID KKP Tahun 2025 beserta regulasi KKP terkait. 

3) Pelayanan Informasi Publik, melalui pengunggahan data pelayanan informasi publik 

Tahun 2025, pembaruan mekanisme pelayanan informasi dengan urutan sesuai 

contoh KKP, pembuatan ulang Maklumat PPID dalam bentuk yang lebih sederhana 

dan mudah dipahami, serta penyusunan SOP PPID BPISDKP sesuai dengan 

ketentuan eselon I. 

4) Petugas Layanan, dengan mengikuti pelatihan pelayanan publik yang disediakan 

melalui platform e-milia.kkp.go.id serta mengunggah daftar petugas layanan terbaru. 

5) Pengelolaan Informasi Publik, dengan menyusun Daftar Informasi yang 

Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3.2 Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Semester I 2025 

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi dan penilaian keterbukaan informasi 

publik, BPISDKP menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai 

upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. RTL 

ini disusun untuk memastikan terpenuhinya aspek peningkatan kualitas pelayanan, 

serta penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

lingkungan BPISDKP, antaranya sebagai berikut:
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No 
Rencana Tindak 

Lanjut 

Apakah 

RTL Telah 

Dilakukan 

Deskripsi Tindak 

Lanjut 
Dokumentasi Kegiatan Tantangan/Hambatan 

1 Perubahan Data Pejabat  

meliputi penggantian 

nama Kepala Balai 

pembaruan penetapan 

standar biaya yang masih 

tercantum atas nama 

Kepala Balai sebelumnya, 

serta penambahan 

biografi terbaru Kepala 

Balai. 

√ Telah dilakukan 

perubahan data 

pejabat, meliputi 

penggantian nama 

Kepala Balai, 

pembaruan 

penetapan standar 

biaya yang 

sebelumnya masih 

tercantum atas nama 

Kepala Balai lama, 

serta penambahan 

biografi terbaru 

Kepala Balai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak terdapat hambatan 

yang signifikan 
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2 Dokumen Administratif, 

dengan mengunggah 

Surat Tugas Petugas 

PPID BPISDKP Tahun 

2025 serta SK PPID KKP 

Tahun 2025 beserta 

regulasi KKP terkait. 

√ Telah dilakukan 

pembaruan data SK 

Petugas Pengelola 

PPID terbaru serta 

pengunggahan SK 

PPID KKP Tahun 

2025 dan regulasi 

KKP terkait 

 Tidak terdapat hambatan 

yang signifikan 

3 Data pelayanan informasi 

publik, meliputi 

pembaruan mekanisme 

pelayanan informasi, 

pembuatan ulang 

Maklumat PPID, serta 

penyusunan SOP PPID 

BPISDKP sesuai 

ketentuan Eselon I 

√ Telah dilakukan 

pembaruan 

mekanisme 

pelayanan informasi 

sesuai contoh KKP, 

penyusunan 

Maklumat PPID 

terbaru Tahun 2025, 

serta penyusunan 

draf SOP PPID 

BPISDKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses finalisasi SOP 

masih memerlukan 

penyesuaian dan 

koordinasi lanjutan pada 

periode berikutnya tahun 

2026 
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4 Petugas Layanan, dengan 

mengikuti pelatihan 

pelayanan publik yang 

disediakan melalui 

platform e-milia.kkp.go.id 

serta mengunggah daftar 

petugas layanan terbaru. 

√ Sebagian petugas 

pengelola PPID 

BPISDKP telah 

mengikuti pelatihan 

pelayanan publik 

melalui platform e-

milia.kkp.go.id dan 

dilakukan pembaruan 

daftar petugas 

layanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterbatasan waktu dan 

pembagian tugas 

menyebabkan belum 

seluruh petugas mengikuti 

pelatihan secara bersamaan 
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5 Pengelolaan Informasi 

Publik, dengan menyusun 

Daftar Informasi yang 

Dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

√ Telah dilakukan 

penyusunan dan 

pengusulan Daftar 

Informasi Publik 

(DIP) dan Daftar 

Informasi yang 

Dikecualikan (DIK) 

BPISDKP 

 

 

Proses Daftar Final DIP 

dan DIK masih menunggu 

informasi lebih lanjut dari 

eselon I  



 

24 

 

BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

  3.1 Kesimpulan  

Selama Semester II, BPISDKP telah menerima dan menindaklanjuti 

permohonan. Berdasarkan rekapitulasi permintaan data yang diterima BPISDKP selama 

periode Juli hingga Desember, tercatat sebanyak 9 (sembilan) pemohon yang 

mengajukan permintaan informasi publik 

Secara umum, pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID 

BPISDKP telah berjalan dan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pemahaman 

petugas pengelola PPID terhadap mekanisme permohonan informasi publik telah 

meningkat, didukung oleh pembaruan dokumen administratif, mekanisme pelayanan, 

serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, 

khususnya terkait penerapan standar layanan publik serta reviu dan penetapan SOP 

Keterbukaan Informasi Publik BPISDKP yang belum dilaksanakan pada periode 

pelaporan ini. Selain itu, dari sisi eksternal, sebagian pemohon informasi publik masih 

memerlukan arahan dalam pengajuan permohonan agar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah tindak lanjut yang terencana 

dan berkelanjutan guna memastikan peningkatan kualitas layanan informasi publik di 

BPISDKP pada periode berikutnya. 

 

3.2 Rekomendasi dan saran tindak lanjut 

Pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut difokuskan pada penyempurnaan 

regulasi internal, penerapan standar layanan publik, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal. Diharapkan melalui 

langkah-langkah ini, kualitas pelayanan informasi publik di BPISDKP dapat terus 

meningkat dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. 
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No. Kendala 
Program / Kegiatan 

Rencana Tindak 
Lanjut 

Waktu 
Penanggung  

Jawab Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

1 Pelaksanaan 

layanan PPID 

masih 

memerlukan 

penyempurnaan 

Melakukan evaluasi 

berkala dan penguatan 

koordinasi pelaksanaan 

layanan PPID antar 

antar petugas pengelola 

PPID.  

   √   Kasubbag 

Umum  

2 Reviu dan 

penetapan SOP 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

belum 

dilaksanakan 

 

Menjadwalkan reviu 

SOP pada Semester I 

Tahun 2026 

   √   Kasubbag 

Umum  

3 Pemohon masih 

memerlukan 

arahan dalam 

pengajuan 

permohonan 

informasi 

Menyediakan panduan 

sederhana permohonan 

informasi publik dan 

pendampingan awal 

bagi pemohon 

  √   √ Kasubbag 

Umum 
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